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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Bkls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam

sidang  Majelis  telah  menjatuhkan  penetapan  atas  permohonan  Dispensasi

Kawin yang diajukan oleh:

Marlina binti  Abdullah,  tempat dan tanggal  lahir Kedabu Rapat,  10

Mei 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan

Sembada RT.001 RW.004 Desa Pematang Duku,

Kecamatan  Bengkalis,  Kabupaten  Bengkalis,

Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Fitri Wulandari binti Yunus Jumanai, tempat dan tanggal lahir Batam,

30 Oktober 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar,

pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Lebai

Wahid  RT.003  RW.002  Desa  Bantan  Tua,

Kecamatan  Bantan,  Kabupaten  Bengkalis,

Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  para  Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal  22

November  2023,  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Bengkalis  pada  28  November  2023  dengan  register  Nomor

144/Pdt.P/2023/PA.Bkls,  mengemukakan sebagaimana dalam permohonan di

Berita Acara Sidang;
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Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara

pribadi di persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang

terdaftar  dalam  register  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bengkalis  Nomor

144/Pdt.P/2023/PA Bkls;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih  lanjut  semuanya telah dicatat  dalam

berita  acara sidang perkara ini  dan untuk mempersingkat  uraian penetapan ini

ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan  tujuan permohonan  para  Pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut

perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama  Bengkalis

Nomor 144/Pdt.P/2023/PA Bkls.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal

271  dan  Pasal  272  Reglement  op  de  Rechsvordering (“Rv”).  Oleh  karena  itu

pencabutan perkara ini dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Perubahan  Kedua  dengan  Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori voluntair, maka biaya perkara ini

dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar

penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-

dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

144/Pdt.P/2023/PA.Bkls dari Pemohon;  

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat  pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;
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3. Membebankan Pemohon untuk  membayar  biaya perkara  ini  sejumlah

Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi

bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Mufti Arifudin,

S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada

hari itu  juga  dalam  sidang  terbuka  untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut

dan dibantu oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 70.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 310.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya meterai : Rp. 10.000,00
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Jumlah : Rp. 450.000,00

                                 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
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